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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 

Penerapan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama
Pasal 170 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Norma ini dirancang untuk melindungi ketertiban umum dari tindakan anarkis yang dilakukan lebih dari satu orang. Kekerasan dengan tenaga bersama dipandang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibanding kekerasan individual. Oleh karena itu ancaman pidana dalam pasal ini diperberat. Penerapan pasal tersebut harus diuji melalui unsur-unsur delik secara ketat.

Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn menunjukkan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam praktik peradilan. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pilihan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kekerasan mengakibatkan luka pada korban. Akibat luka menjadi faktor pemberat yang membedakan ayat (2) dengan ayat (1). Pertimbangan ini dinyatakan secara eksplisit dalam amar dan pertimbangan putusan.

Unsur “barang siapa” berfungsi untuk menentukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Hakim terlebih dahulu memastikan tidak terjadi kesalahan mengenai identitas terdakwa. Para terdakwa membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Hal tersebut menegaskan bahwa subjek hukum telah tepat.

Unsur “di muka umum” dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dilihat atau diketahui masyarakat. Lokasi kejadian berada di warung kopi Gery yang merupakan tempat umum. Fakta tersebut terungkap dari keterangan saksi dan terdakwa. Hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan secara terang-terangan.

Unsur “secara bersama-sama” dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menjadi elemen sentral yang dianalisis oleh hakim. Dalam praktiknya, kebersamaan tidak dimaknai sebagai adanya pembagian peran yang rinci. Hakim menilai cukup adanya kehadiran dan keterlibatan aktif lebih dari satu orang dalam peristiwa kekerasan. Pandangan ini ditegaskan oleh hakim pemeriksa perkara dalam wawancara penelitian ini. Hakim menyatakan bahwa pendekatan tersebut digunakan untuk mencegah pelaku kekerasan kolektif menghindari pertanggungjawaban pidana.

Unsur melakukan kekerasan dibuktikan melalui tindakan fisik terhadap korban. Kekerasan dilakukan dengan menggunakan kayu, bambu, dan kursi. Rangkaian perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan fisik pada korban. Tindakan ini memenuhi kualifikasi kekerasan dalam Pasal 170 KUHP. Hakim menyatakan unsur kekerasan terbukti secara sah.

Akibat kekerasan berupa luka menjadi dasar penerapan ayat (2) ke-1 KUHP. Luka korban dibuktikan melalui Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Visum menunjukkan adanya luka robek, luka jahit, dan luka lecet akibat benda tumpul. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan luka dinilai jelas. Hakim menggunakan visum sebagai alat bukti utama.

Kesengajaan para terdakwa dinilai dari rangkaian perbuatan sebelum dan saat kejadian. Para terdakwa mendatangi korban dengan membawa alat yang berpotensi melukai. Kekerasan dilakukan berulang kali dan terarah pada tubuh korban. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui pengakuan langsung. Hakim menegaskan bahwa pola perbuatan para terdakwa telah cukup menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan kekerasan. 

Keterangan saksi korban memiliki peran penting dalam pembuktian perkara ini. Saksi menjelaskan secara rinci kronologi kekerasan yang dialaminya. Keterangan tersebut konsisten dengan alat bukti lain. Para terdakwa juga membenarkan sebagian besar keterangan saksi. Konsistensi ini memperkuat keyakinan hakim.

Pengakuan para terdakwa turut memperkuat pembuktian unsur delik. Terdakwa menjelaskan perannya masing-masing dalam peristiwa kekerasan. Pengakuan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi didukung alat bukti lain. Hakim menilai pengakuan diberikan secara sadar. Hal ini memperkuat pembuktian kesalahan terdakwa.

Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur delik. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam konteks sosial. Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa kekerasan secara bersama-sama berpotensi memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Pertimbangan tersebut kemudian dituangkan secara implisit dalam amar putusan.

Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mencerminkan asas legalitas. Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ditemukan penerapan pasal di luar dakwaan. Pemilihan dakwaan alternatif pertama dinilai tepat. Asas legalitas terpenuhi secara normatif.

Pertimbangan hakim disusun berdasarkan sistem pembuktian negatif wettelijk. Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti dan keyakinan. Alat bukti yang diajukan memenuhi Pasal 184 KUHAP. Keyakinan hakim dibangun secara logis dari fakta persidangan. Pendekatan ini terlihat jelas dalam putusan.

Kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Kekerasan bersama menimbulkan rasa takut di masyarakat. Negara berkepentingan menjaga stabilitas sosial. Oleh sebab itu tindak pidana ini dipandang serius. Hakim menegaskan kualifikasi tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Penerapan ayat pemberatan mencerminkan perlindungan terhadap korban. Korban mengalami luka fisik yang cukup serius. Pemidanaan bertujuan memberikan rasa keadilan. Hakim mempertimbangkan penderitaan korban secara nyata. Aspek perlindungan korban menjadi bagian penting putusan. Pertimbangan sosiologis juga terlihat dalam putusan ini. Kekerasan dipicu oleh konflik sebelumnya antara para pihak. Hakim tidak membenarkan motif tersebut. Konflik sosial tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Penegakan hukum tetap dikedepankan.

Berdasarkan analaisis yang telah dianalisis tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam perkara ini. Para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab. Perbuatan dilakukan secara sadar dan terencana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana dibebankan sepenuhnya. Penjatuhan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Akibat luka pada korban menjadi faktor pemberat utama. Pengakuan dan penyesalan terdakwa menjadi faktor meringankan. Hakim menilai pidana secara proporsional.

Penilaian terhadap fakta persidangan dilakukan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim. Alat bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain. Dalam wawancara penelitian ini, hakim menyatakan tidak ditemukan kontradiksi yang signifikan antara keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti surat. Konsistensi tersebut menjadi dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif wettelijk.

Barang bukti berupa alat yang digunakan untuk kekerasan dirampas untuk dimusnahkan. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kembali. Barang bukti memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Hakim mempertimbangkan fungsi preventif tindakan tersebut. Putusan mencantumkan perintah pemusnahan barang bukti.

Pertimbangan keadilan menjadi aspek penting dalam penjatuhan pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan penderitaan korban, tetapi juga kondisi pribadi terdakwa. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa pidana dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pengakuan dan penyesalan terdakwa dipertimbangkan tanpa menghilangkan kesalahan pidana. Pendekatan ini dimaksudkan agar putusan tidak bersifat represif berlebihan.

Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam perkara ini menunjukkan konsistensi hukum positif. Unsur delik diuji satu per satu secara sistematis. Putusan memberikan kepastian hukum. Konsistensi ini penting bagi praktik peradilan. Hakim berperan menjaga stabilitas hukum.

Penerapan norma pidana dalam perkara ini menunjukkan efektivitas Pasal 170 KUHP. Norma mampu menjangkau perbuatan kekerasan kolektif. Penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Hakim menggunakan norma secara tepat. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn telah sesuai dengan hukum pidana positif Indonesia. Seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dan rasional. Putusan memberikan kepastian dan keadilan hukum. Dengan demikian penerapan pasal dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis
.

B. 
Konstruksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia

Tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama merupakan bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum. Kekerasan kolektif memiliki potensi gangguan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu hukum pidana memandangnya sebagai perbuatan yang berbahaya. Konstruksi hukumnya dibangun melalui Pasal 170 KUHP.

Pasal 170 KUHP mengandung unsur kekerasan dan unsur kebersamaan sebagai elemen utama. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kekerasan harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kebersamaan tersebut mencerminkan adanya aksi kolektif. Konstruksi ini membedakan Pasal 170 dengan pasal penganiayaan biasa.

Dalam wawancara penelitian ini, hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa Pasal 170 KUHP digunakan untuk menjerat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Hakim menegaskan bahwa unsur kebersamaan menjadi alasan utama pemberatan pidana. Pandangan tersebut sejalan dengan konstruksi normatif Pasal 170 KUHP.

Hukum pidana positif Indonesia menganut asas legalitas sebagai fondasi utama. Setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila diatur secara tegas dalam undang-undang. Pasal 170 KUHP memenuhi prinsip tersebut. Rumusan deliknya bersifat jelas dan limitatif. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum yang bersifat umum. Setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ada pengecualian berdasarkan status sosial atau kedudukan. Prinsip persamaan di hadapan hukum tercermin dalam rumusan ini. Konstruksi tersebut sejalan dengan asas equality before the law.

Unsur “di muka umum” memiliki makna sosiologis yang penting. Kekerasan di ruang publik menimbulkan rasa takut kolektif. Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu unsur ini menjadi ciri khas Pasal 170 KUHP. Konstruksi hukum tersebut menempatkan kepentingan umum sebagai objek perlindungan.

Unsur “bersama-sama” tidak mensyaratkan adanya perencanaan matang. Kehadiran dan keterlibatan aktif sudah cukup membuktikan kebersamaan. Doktrin hukum pidana menegaskan hal tersebut. Pendekatan ini mencegah pelaku berlindung di balik peran pasif. Konstruksi ini banyak diterapkan dalam praktik peradilan.

Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa kebersamaan cukup dibuktikan melalui kehadiran dan keterlibatan aktif pelaku pada saat kekerasan terjadi. Hakim menilai bahwa penafsiran ini penting agar pelaku kekerasan kolektif tidak berlindung di balik dalih peran pasif. Pendekatan ini telah menjadi praktik yang konsisten dalam pemeriksaan perkara kekerasan bersama.

Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai penggunaan tenaga fisik. Kekerasan tidak harus menimbulkan luka berat. Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit sudah termasuk kekerasan. Penafsiran ini memberikan ruang perlindungan yang luas. Konstruksi tersebut memperkuat efektivitas norma pidana.

Pasal 170 ayat (2) KUHP mengatur pemberatan pidana berdasarkan akibat. Akibat luka menjadi dasar utama pemberatan. Hukum pidana positif menilai akibat sebagai elemen objektif. Semakin berat akibat, semakin berat ancaman pidana. Konstruksi ini mencerminkan asas proporsionalitas.

Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang melekat dalam delik ini. Kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui pengakuan. Sikap batin pelaku dapat ditarik dari perbuatan lahiriah. Kekerasan berulang dan terarah menunjukkan kehendak. Konstruksi ini sejalan dengan doktrin hukum pidana.

Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa penggunaan alat dan kekerasan berulang menunjukkan adanya kehendak untuk menyakiti korban. Pendekatan ini digunakan untuk menilai unsur subjektif secara objektif. Konstruksi tersebut sejalan dengan doktrin hukum pidana positif.

Hukum pidana positif Indonesia mengenal sistem pertanggungjawaban individual. Kebersamaan tidak menghapus kesalahan pribadi. Setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai asas personalitas pidana. Konstruksi Pasal 170 tetap tunduk pada asas tersebut.

Penyertaan dalam hukum pidana menjadi dasar pertanggungjawaban kolektif. Semua pelaku yang turut serta dipidana sebagai pelaku. Tidak diperlukan pembedaan pelaku utama dan pembantu. Pendekatan ini menghindari ketimpangan keadilan. Konstruksi ini banyak digunakan dalam delik kekerasan bersama.

Sistem pembuktian dalam perkara kekerasan bersama menganut sistem negatif wettelijk. Hakim harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah dan keyakinan. Alat bukti harus saling bersesuaian. Keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri. Konstruksi ini menjaga objektivitas peradilan.

Keterangan saksi memiliki peran penting dalam pembuktian delik ini. Kekerasan bersama sering terjadi di hadapan orang lain. Saksi membantu merekonstruksi peristiwa pidana. Konsistensi keterangan menjadi faktor utama penilaian hakim. Konstruksi hukum memberikan bobot besar pada alat bukti saksi.

Visum et repertum menjadi alat bukti penting untuk membuktikan akibat luka. Bukti medis bersifat objektif dan ilmiah. Hukum pidana positif mengakui visum sebagai alat bukti surat. Hubungan kausal antara perbuatan dan luka harus dibuktikan. Konstruksi ini memperkuat kepastian hukum.

Tujuan pemidanaan dalam delik kekerasan bersama tidak semata-mata bersifat pembalasan. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan kekerasan kolektif.
 Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa kekerasan bersama berpotensi memicu konflik lanjutan di masyarakat. Oleh karena itu pidana dijatuhkan sebagai sarana pencegahan umum dan khusus. Pandangan ini memengaruhi konstruksi pemidanaan dalam praktik peradilan.

Konstruksi hukum Pasal 170 KUHP juga bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial. Kekerasan kolektif dapat terjadi dalam berbagai konteks. Norma pidana tetap relevan untuk menjangkaunya. Fleksibilitas penafsiran menjadi kunci penerapan. Konstruksi ini menjaga keberlanjutan hukum pidana. Hukum pidana positif Indonesia menempatkan hakim sebagai pelaksana dan penafsir norma. Hakim tidak hanya membaca teks undang-undang. Nilai keadilan dan kemanfaatan turut dipertimbangkan. Putusan menjadi sarana konkretisasi norma. Konstruksi ini menegaskan peran strategis hakim.

C. 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa
Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam sebuah putusan pidana. Pertimbangan tersebut mencerminkan cara hakim menilai fakta, hukum, dan keadilan. Putusan pidana tidak hanya berisi amar, tetapi juga alasan yang mendasarinya.
 Oleh karena itu analisis pertimbangan hakim menjadi penting dalam penelitian hukum. Perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn memberikan gambaran konkret mengenai hal tersebut.
Pertimbangan hakim dalam perkara ini diawali dengan penilaian terhadap dakwaan Penuntut Umum. Hakim terlebih dahulu menilai bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Berdasarkan fakta persidangan, hakim memilih dakwaan alternatif pertama. Pemilihan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur akibat luka.
 Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa pemilihan dakwaan dilakukan berdasarkan kecermatan terhadap fakta hukum.

Pertimbangan yuridis hakim dimulai dari penguraian unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Setiap unsur dibahas secara sistematis dan terpisah. Hakim memastikan tidak ada unsur yang terlewatkan. Pendekatan ini bertujuan menghindari kekeliruan penerapan hukum.
 Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa metode ini merupakan standar dalam pemeriksaan perkara pidana.

Unsur “barang siapa” dipertimbangkan untuk memastikan subjek hukum. Hakim memeriksa identitas para terdakwa secara cermat. Tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang diadili. Hal ini penting untuk mencegah error in persona. Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa unsur ini bersifat mendasar namun tidak boleh diabaikan.

Unsur “di muka umum” dinilai berdasarkan lokasi dan sifat perbuatan. Warung kopi tempat kejadian merupakan ruang publik. Perbuatan dilakukan secara terang-terangan tanpa upaya menyembunyikan. Hakim menilai unsur ini dari keterangan saksi dan terdakwa. Dalam wawancara, hakim menyebutkan bahwa unsur ini berkaitan langsung dengan perlindungan ketertiban umum.

Unsur “bersama-sama” menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai adanya lebih dari satu pelaku yang terlibat aktif. Tidak diperlukan pembagian peran secara rinci. Kehadiran dan partisipasi fisik sudah cukup untuk membuktikan kebersamaan. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa pendekatan ini penting agar pelaku kekerasan kolektif tidak lolos dari pertanggungjawaban.

Unsur kekerasan dinilai dari tindakan fisik yang dilakukan para terdakwa. Kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat melukai. Hakim menilai kekerasan tersebut nyata dan tidak terbantahkan. Penilaian ini didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti. Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa kekerasan berulang menunjukkan intensitas perbuatan.

Akibat luka menjadi dasar utama penerapan ayat pemberatan. Hakim merujuk Visum et Repertum sebagai alat bukti medis. Luka yang dialami korban dinilai cukup serius. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan luka dinyatakan jelas. Dalam wawancara, hakim menyebutkan bahwa visum memiliki bobot pembuktian yang sangat penting.

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, karena pertimbangan tersebut menjadi dasar rasional dan yuridis bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa serta jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hukum hakim harus disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim menilai apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Pertimbangan hukum hakim juga mencakup penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim menilai kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti. Alat bukti tersebut harus saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan.

Selain itu, hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Apabila terdapat lebih dari satu terdakwa, hakim menilai secara individual keterlibatan setiap terdakwa, apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau pembantu. Penilaian ini penting karena berpengaruh terhadap tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mencakup aspek nonyuridis. Aspek nonyuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial dan ekonomi, sikap terdakwa selama persidangan, serta akibat perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan ini digunakan untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif.

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dapat berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dilakukan secara berulang, atau menimbulkan kerugian yang besar. Sementara itu, hal-hal yang meringankan dapat berupa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, atau belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa merupakan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap aspek yuridis dan nonyuridis, fakta-fakta persidangan, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan tersebut menjadi landasan utama agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Kesengajaan para terdakwa ditarik dari rangkaian perbuatan sebelum dan saat kejadian. Para terdakwa mendatangi korban dengan membawa alat. Kekerasan dilakukan berulang kali dan terarah. Hakim menyimpulkan adanya kehendak untuk melakukan kekerasan. Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa kesengajaan jarang dibuktikan secara eksplisit, tetapi disimpulkan secara logis.

Pertimbangan hakim juga mencakup penilaian terhadap alat bukti. Keterangan saksi dinilai konsisten satu sama lain. Pengakuan terdakwa memperkuat pembuktian. Barang bukti memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan. Hakim menegaskan bahwa keyakinan dibangun dari kesesuaian seluruh alat bukti. Pertimbangan sosiologis turut memengaruhi penjatuhan putusan. Kekerasan bersama dinilai berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Konflik yang melatarbelakangi perbuatan tidak dijadikan pembenar. Hakim menyatakan bahwa hukum harus menghentikan eskalasi kekerasan sosial.

Penetapan masa tahanan yang dikurangkan dari pidana menunjukkan kepatuhan pada hukum acara. Hakim memastikan hak-hak terdakwa tetap terlindungi. Penahanan sebelumnya dinyatakan sah. Hakim mempertimbangkan aspek prosedural secara cermat. Dalam wawancara, hakim menegaskan pentingnya perlindungan hak terdakwa.

Pertimbangan hakim menunjukkan penerapan asas legalitas secara konsisten. Putusan tidak keluar dari dakwaan Penuntut Umum. Pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta. Tidak terdapat analogi yang merugikan terdakwa. Hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum. Hakim tidak menitikberatkan pada satu aspek saja. Pendekatan ini mencerminkan hukum yang hidup. Hakim menyatakan bahwa keseimbangan tersebut menjadi prinsip utama.
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